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ABSTRAK 

 

Meningkatnya pelanggaran kekayaan intelektual (KI) di era digital 

menuntut adanya aparat penegak hukum yang kompeten dan khusus. Kekayaan 

intelektual kini telah bertransformasi menjadi aset ekonomi strategis yang 

menentukan keunggulan kompetitif suatu negara, sehingga efektivitas 

perlindungannya di tingkat wilayah menjadi sangat krusial bagi keberlanjutan 

investasi dan iklim usaha. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil (PPNS) KI dalam penyidikan pelanggaran di Kota Semarang serta 

mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode 

pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif 

analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam 

di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. 

 

Hasil penelitian menunjukkan urgensi PPNS KI bersifat multidimensional 

karena merupakan satu-satunya aparat wilayah yang mengawinkan kewenangan 

hukum dengan keahlian teknis KI. Namun, penegakan hukum bisnis ini terhambat 

oleh enam dimensi kendala: keterbatasan kuantitas-kualitas SDM, koordinasi 

lintas lembaga yang masih reaktif, kompleksitas pembuktian siber pada delik 

aduan, minimnya sarana digital forensik, rendahnya literasi hukum pelaku usaha, 

dan sanksi yang belum memberikan efek jera. Penelitian ini merekomendasikan 

penguatan kapasitas siber PPNS, pembentukan wadah koordinasi permanen, serta 

edukasi masif guna menekan kejahatan bisnis demi mewujudkan stabilitas pasar 

yang sehat di Kota Semarang. 

Kata Kunci: Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kekayaan Intelektual, Penyidikan, 

Penegakan Hukum, Kota Semarang. 

 
 

 


